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BAB I  

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Pengelolaaan risiko dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah 

kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan 

Perangkat Daerah merupakan Unit Pemilik Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan 

Pengelolaan Risiko. 

B. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Denpasar  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);  

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 



d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 

Nomor 3).  

f. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 

188.45/09/DP3AP2KB/2022 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan 

Dinas P3AP2KB Kota Denpasar 

g. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 

188.45/10/DP3AP2KB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko di 

Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar 

C. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan penyusunan laporan Pengelolaan  Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi 

komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang 

membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko 

dalam mencapai tujuan. 

D. Ruang Lingkup 

Kegiatan  pelaksanaan pengelolaan risiko ini dilakukan terhadap penilaian risiko 

dan rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi serta 

rancangan pemantauan yang dilaksanakan tahun 2024. 

  

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 

 

A. Penetapan Konteks/Tujuan 

1) Penetapan konteks strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Denpasar mengacu pada: 

1.  Misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan  

kebudayaan Bali 

Pada Tahun 2024 Dinas P3AP2KB menetapkan 1 tujuan  terkait dengan 

penetapan konteks/tujuan yaitu;  

a. Tujuan Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan 

gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, 

Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta 

Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.  

Sasaran strategis  Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan 

dalam pembangunan. 

IKU Strategis (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG), (2 Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG). 

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,  

yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam 

lampiran 1. (ambil data dari form 2.b.1 MR OPD) 

 

2) Penetapan konteks operasional Dinas/Badan mengacu pada: 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi 

Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 



b.   Program Perlindungan Perempuan, Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan 

Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. 

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil kegiatan 1. Cakupan Pencegahan 

Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. 

Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Cakupan 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang akan 

dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2. 

(ambil data dari Form 2.c.1 MR OPD) 

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan 1. Kegiatan 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2.Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan  Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan 

Hak Anak yang wilayah Kerjanya, Keluaran/hasil kegiatan 1. Cakupan 

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 

Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 2. Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan  Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya yang akan 

dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2. 

(ambil data dari Form 2.c.1 MR OPD) 

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Kegiatan 

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan 

Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 



Keluaran/hasil kegiatan Jumlah rapat penyusunan  Profil statistik 

Gender, Penyusunan Profil Statistik Gender, Profil  Daerah  Responsif  

Gender, Bimtek penyusunan data terpilah OPD, Penguatan Sistem 

data Gender dan anak yang akan dilakukan penilaian risiko yang 

dapat disajikan dalam Lampiran 2. (ambil data dari Form 2.c.1 MR 

OPD) 

e.  Program Pemenuhan Hak Anak, Kegiatan 1. Kegiatan Pelembagaan 

PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota, 2.Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil 1. Cakupan 

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Cakupan Penguatan 

dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang akan 

dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2. 

(ambil data dari Form 2.c.1 MR OPD) 

f.  Program Perlindungan Khusus Anak, Kegiatan (1) Pencegahan 

Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota; (2) Penyediaan Layanan Bagi  anak yang 

memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi 

Tingkat Derah Kabupaten / Kota; (3) Penguatan  dan  Pengembangan 

Lembaga  penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Keluaran/hasil 

(1) Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan 

para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; (2)Jumlah Penyediaan 

Layanan Bagi  anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang 

memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota; (3)Jumlah 

Penguatan  dan  Pengembangan Lembaga  penyedia layanan bagi 

anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat 



disajikan dalam Lampiran 2. (ambil data dari Form 2.c.1 MR OPD) 

g.  Program Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemetaan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, 

Keluaran/hasil Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian 

Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan 

penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2. (ambil data 

dari Form 2.c.1 MR OPD) 

h.  Program Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB ), Kegiatan 

1.Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan 

Budaya Lokal 2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ 

Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Kegiatan Pengendalian dan 

Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota 4. Kegiatan 

Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber KB, Keluaran/hasil 1. Cakupan 

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. 

Persentase Faskes teregister yang mendapat  ketersediaan   Alokon 

MKJP  , Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga  

kencana dalam rangka penurunan unmetneed, 3. Cakupan Pelayanan 

KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception 

Technology Update ( CTU ) bagi tenaga medis, kesertaan KB Pria 4. 

Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan 

pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB yang dapat disajikan 

dalam Lampiran 2. (ambil data dari Form 2.c.1 MR OPD) 

i.  Program  Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS ), 

Kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluaran/hasil 



Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  yang akan 

dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2. 

(ambil data dari Form 2.c.1 MR OPD) 

B. Hasil Identifikasi Risiko 

Hasil Identifikasi Risiko Strategis dan operasional Dinas P3AP2KB Kota Denpasar 

memuat uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab 

risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak   dapat   dikendalikan   

(uncontrollable)   oleh   pemilik   risiko, dampak risiko, serta penerima dampak 

risiko) dapat disajikan dalam lampiran 3. (ambil data dari form 3.b dan 3.c  MR 

OPD 2022) 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 

37 risiko dari populasi. 

Dari data tersebut diatas juga dapat diidentifikasi jumlah risiko yang dapat 

dikendalikan (controllable)  sebanyak  29 buah dari total risiko strategis pemda dan 

jumlah risiko yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) sebanyak 8 buah dari 

total risiko strategis dan operasional pemda. 

 

C. Hasil Analisis Risiko 

Dari 37 risiko  yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko 

kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil jumlah risiko yang 

berada di atas selera risiko sebanyak 8 risiko (21,62% dari 37 risiko), yang 

merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 4. (ambil dari 

form 5  

D. Pengendalian yang sudah dilakukan   

Seluruh risiko prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 8 risiko atau 100% 

dari jumlah/populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada Lampiran 5. (ambil dari 

Form 7  

MR OPD 2022) 

 



E. Pengendalian yang masih dibutuhkan  

Sebanyak 8 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai 

sebanyak 8 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis 

risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (ambil dari form 7 MR OPD 2022). 

BAB III 

Rancangan Informasi dan Komunikasi  

 

Sebanyak 6 risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang 

dibutuhkan dari total 6 risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan 

rancangan informasi dan komunikasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang 

diinginkan dapat dilihat pada lampiran 7. (ambil dari Form 8 MR OPD 2022) 

 

BAB IV  

Rancangan Pemantauan  

 

Dari 6 kegiatan pengendalian yang dibutuhkan telah dirancang mekanisme 

pemantauan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan 

pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat 

disajikan dalam lampiran 8. (ambil dari Form 9 MR OPD 2022) 
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